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 ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL 

OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) 

KOTA PEKANBARU 

Oleh : 

Lia Amelia 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kosmetik ilegal/tanpa izin edar 

yang beredar. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, dan untuk mengetahui faktor apa 

saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap 

kosmetik ilegal. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

Informan dari penelitian ini terdiri dari Ketua Tim Penindakan, Ketua Tim 

Sarana Distribusi Inspeksi, Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda, 

pelaku usaha serta masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

pengawasan kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru belum optimal. Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan sebelum 

beredar yang meliputi menetapkan standar produk kosmetik, keamanan kosmetik, 

standar label kosmetik dan juga pengawasan setelah beredar yang meliputi 

pemantauan dan  tindakan penilaian serta melakukan tindakan perbaikan. Selain 

itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan kerja sama dengan 

instansi terkait diantaranya dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan. 

Hanya saja masih ada beberapa hambatan diantaranya kurangnya Sumber Daya 

Manusia, intensitas pengawasan yang belum efektif serta kurangnya partisipasi 

dan kesadaran dari masyarakat. 

Kata Kunci : Pengawasan, Kosmetik Ilegal, BBPOM 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kosmetik merupakan produk yang digunakan secara luas oleh masyarakat 

untuk merawat dan mempercantik diri. Namun, dengan perkembangan industri 

kosmetik yang pesat, terdapat masalah serius terkait peredaran kosmetik ilegal di 

Indonesia. Peredaran kosmetik ilegal mengancam kesehatan kesehatan masyarakat 

karena sering kali mengandung bahan berbahaya yang tidak terdaftar dan tidak 

diawasi oleh otoritas yang berwenang. Badan Pengawas Obat  dan Makanan 

(BPOM) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan 

pengendalian obat dan makanan di Indonesia, memiliki peran penting dalam 

melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal. 

Ko lsmeltik ilelgal adalah pro lduk kelcantikan yang dipasarkan atau digunakan 

tanpa izin relsmi dari o ltolritas telrkait, mellanggar relgulasi, atau me lngandung bahan 

belrbahaya yang dilarang. Ko lsmeltik ile lgal adalah pro lduk kelcantikan yang dijual 

atau digunakan tanpa me lmatuhi pelraturan dan pelrsyaratan yang te llah diteltapkan 

ollelh o ltolritas relgulasi yang be lrwelnang di suatu ne lgara. Hal ini dapat me lliputi : 

1. Tidak Melmiliki Izin Re lsmi : Ko lsmeltik ile lgal tidak melmiliki izin atau 

pelrseltujuan relsmi dari badan pe lngawas atau lelmbaga yang belrwelnang untuk 

dijual atau digunakan. 
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2. Melngandung Bahan Be lrbahaya : Pro lduk kolsmeltik ilelgal bisa melngandung 

bahan-bahan belrbahaya yang dilarang atau me lmiliki batasan pe lnggunaan 

karelna belrpo ltelnsi me lmbahayakan kelselhatan pelngguna. 

3. Mellanggar Aturan : Ko lsmeltik ilelgal mungkin me llanggar belrbagai relgulasi 

telrkait fo lrmulasi, labe ll, atau klaim yang dipe lrbo llelhkan untuk pro lduk 

kolsmeltik. 

4. Pelmalsuan atau Imitasi : Be lbelrapa prolduk kolsmeltik ilelgal bisa melrupakan 

barang palsu, tiruan, atau imitasi dari me lrelk-melrelk telrkelnal. 

5. Pelnjualan Tidak Sah : Pe lnjualan ko lsmeltik ilelgal selringkali tidak dilakukan 

mellalui saluran distribusi yang sah, se lpelrti to lkol relsmi atau apoltelk. 

Ko lsmeltik palsu atau yang tidak me lmiliki izin eldar BPOlM biasanya 

melngandung zat-zat belrbahaya selpelrti hidro lkino ln, melrkuri, asam re ltino lat dan 

rho ldamin. BPO lM selndiri tellah mellarang pelnggunaan bahan-bahan tersebut. 

Adanya zat-zat belrbahaya ini te lntu sangat melrugikan ko lnsumeln pelngguna 

kolsmeltik karelna dapat melmbahayakan ke lselhatan, hal ini berdasarkan dengan 

Pelraturan Kelpala Badan PO lM RI Nol. 17 Tahun 2022 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

mengeluarkan surat edaran lampiran 3 pada  4 Oktober 2022 tentang Kosmetika 

Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya. Hasil Pengawasan Badan POM tersebut 

adalah terbukti bahwa masih ada kosmetika ilegal (mengandung bahan berbahaya) 

yaitu mengandung karsinogenik. Dari 16 produk yang dirilis BPOM, salah satu 

produk kosmetik merek Madame Gie milik artis Gisella Anastasia atau Gisell 

termasuk didalamnya. Dalam rilis daftar kosmetik berbahaya oleh BPOM, 



3 
 

setidaknya ada tiga produk Madame Gie yang diketahui mengandung bahan 

berbahaya. 3 produk itu antara lain blush on dan cat kuku. Berikut ini daftar 

produk kosmetik milik Gisella Anastasia yang ditemukan mengandung bahan 

berbahaya. Berikut produk tersebut : 

Tabel 1.1 Tabel Kosmetik Ilegal Viral 

No Nama 

Produk 

Nomor Izin 

Edar 

Status 

Pelanggaran 

Kandungan 

Bahan 

Gambar 

1 Madame 

Gie 

Sweet 

Cheek 

Blushed 

03 

NA1119129

5581 

Dilarang/Ber

bahaya 

Positif 

Mengandung 

Merah k3 

 
2 Madame 

Gie Nail 

Shell 14 

NA1119150

5046 

Dilarang/Ber

bahaya 

Positif 

Mengandung 

Merah k10 

 
3 Madame 

Gie Nail 

Sheil 10 

NA1119150

5045 

Dilarang/Ber

bahaya 

Positif 

Mengandung 

Merah k10 

 
Sumbelr : Balai Belsar Pelngawas Olbat Dan Makanan 

Bahan pewarrna yang dilarang yaitu Merah K3 dan Merah K10. 

Penggunaan Pewarna Mera K3, K10, Asam Retinoat, Merkuri dan Hidrokinon 

dalam kosmetika dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan salah satunya 

kanker kulit. Prolduk ko lsmeltik yang tidak me lmiliki pelmbelritahuan atau no lmo lr 

ilelgal yang tidak se lsuai keltelntuan yang be lrlaku masih me lnjadi pelrmasalahan 

masyarakat Pe lkanbaru. Dampak te lrselbut telrlihat delngan masih adanya sarana 
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pelreldaran ko lsmeltik yang melnjual ko lsmeltik ilelgal yang bellum diawasi BBPO lM di 

Pelkanbaru.  

Telmuan kandungan be lrbahaya pada ko lsmeltik yang belreldar dido lminasi 

ollelh bahan pelwarna yang dilarang se lpelrti Melrah K3 dan Me lrah K10. Pelwarna 

Melrah K3 dan Melrah K10 melnjadi bahan yang be lrisiko l melnyelbabkan kankelr atau 

belrsifat karsino lgelnik. Pengawasan kosmetik secara online juga perlu dilakukan 

oleh Badan POM. Hal ini dikarenakan proses distribusi kosmetik secara online 

merupakan cara yang cukup efektif  yang dilakukan untuk mencapai konsumen 

secara luas. (Mokodongan, K., Nur, R., Arti, A., & Saleh, J. R. (2023) 

Berikut data kosmetik ilegal yang di distribusikan secara online : 

Tabel 1.2 Kosmetik Ilegal Distribusi Online 

No Nama 

Produk 

Nomor Izin 

Edar 

Status 

Pelanggaran 

Kandungan 

Bahan 

Gambar 

1 Aifubao 

Whitenin

g 

Ginseng 

Merah 

(Krim 

Malam) 

- Dilarang/Ber

bahaya 

Positif 

Mengandung 

Merah K10 

 

2 Airee 

Beautyca

re Night 

Cream 

- Dilarang/Ber

bahaya 

Positif 

Mengandung 

Merkuri 

 
3 Alessia – 

Whitenin

g Night 

Cream 

- Dilarang/Ber

bahaya 

Positif 

Mengandung 

Merkuri 
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4 BL 

Ledehh 

Day 

Cream 2 

- Dilarang/Ber

bahaya 

Positif 

Mengandung 

Asam 

Retinoat dan 

Hidrokuinon 

 
Sumber : Laporan Tahunan BBPOM 

Tabel 1.3 Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2020-2022 

Tahun Jumlah Pengawasan 

Sarana Produksi Riau 

Memenuhi 

Ketentuan (MK) 

Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK) 

2020 2 1 (100%) 1 (100%) 

2021 2 - 2 (100%) 

2022 3 1 (100%) 2 (Tutup) 

Sumbelr : Laporan Tahunan BBPOM Pekanbaru  

 Tabel 1.4 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2020-2022 

Tahun Jumlah Pengawasan 

Sarana Distribusi 

Memenuhi 

Ketentuan (MK) 

Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK) 

2020 69 49 (71,01%) 20 (28,99%) 

2021 69 44 (63,77%) 25 (36,23%) 

2022 109 59 (54,13%) 50 (45,87%) 

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM Pekanbru 

BPOlM belrdasarkan Pasal 1 Pe lraturan Badan Pelngawas Olbat dan 

Makanan Nolmo lr 26 Tahun 2017 Telntang Olrganisasi dan Tata Ke lrja Badan 

Pelngawas Olbat dan Makanan “BPO lM melrupakan lelmbaga pelmelrintah no ln 

kelmelntelrian yang me lngurus urusan dibidang pe lngawasan dan makanan. Fungsi 

BPOlM selndiri pelngawasan yang telrdiri atas o lbat, bahan o lbat olbatan, narko ltika, 

psiko ltrolpika, zat adiktif, o lbat tradisio lnal, ko lsmeltik dan pangan. Bahwa me lngelnai 

belreldarnya pro lduk ko lsmeltik yang tidak me lmiliki izin eldar (tanpa labe ll BPOlM) di 

tolkol istana ko lsmeltik telrdapat belbelrapa jelnis kolsmeltik delngan melrelk Skin 

colnditio lnelr, spa smo ltch, Liptint yang dijual. Bahwa hal te lrselbut melrupakan hal 

yang ile lgal dan belrtelntangan delngan Pasal 106 ayat 1 Undang Undang No lmo lr 36 
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Tahun 2009 Telntang Kelselhatan Seldiaan farmasi dan alat ke lselhatan hanya dapat 

dieldarkan seltellah melndapat izin eldar.  

Balai Belsar Pelngawasan O lbat dan Makanan (BBPOM) Pelkanbaru adalah 

lelmbaga yang belrtanggung jawab dalam pe lngawasan o lbat dan makanan di 

Pelkanbaru, Riau. Tugas utamanya me lncakup pelngawasan, pelngelndalian, dan 

pelngawasan o lbat, makanan, se lrta ko lsmeltik untuk melmastikan ke lamanan, khasiat, 

dan mutu selsuai delngan pelraturan yang be lrlaku. Fungsi BBPO lM Pelkanbaru 

melliputi pelmelriksaan, pe lngawasan prolduksi, distribusi, dan pe lnanganan kelluhan 

telrkait o lbat dan makanan. Se llain itu, BBPO lM juga melmbelrikan selrtifikasi dan 

eldukasi kelpada industri dan masyarakat telrkait standar dan re lgulasi di bidang o lbat 

dan makanan. 

Pelran BPO lM dalam hal ini, mellakukan kelgiatan pelngawasan, dan 

pelnyidikan telrhadap pellaku usaha nakal. Para pe lnjual ko lsmeltika yang tellah 

mellanggar kelwajibannya telrselbut dapat dikelnakan sanksi hukuman, yaitu sanksi 

administratif dan sanksi pidana. Pe lmbelrian sanksi pidana pelnjara paling lama 15 

tahun dan delnda paling banyak Rp. 1,5 Miliar de lngan alasan e lfelk jelra.  

Balai Belsar Pelngawas Olbat dan Makanan (BBPO lM) di Pelkanbaru 

mellaksanakan fungsi pe lngawasan selbellum belreldar yang melliputi melneltapkan 

standar pro lduk kolsmeltik dan juga pelngawasan seltellah belreldar yang melliputi 

tindakan pelnilaian selrta mellakukan tindakan pe lrbaikan. Se llain itu Balai Be lsar 

Pelngawas Olbat dan Makanan juga me llakukan kelrja sama delngan instansi te lrkait 

diantaranya delngan Kelpo llisian, Bela Cukai, dan Dinas Ke lselhatan. Meskipun 

demikian, masih ada be lbelrapa hambatan yang dihadapi BBPOM Pekanbaru dalam 
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melakukan pengawasan diantaranya kurangnya Sumbe lr Daya Manusia, inte lnsitas 

pelngawasan yang be llum elfelktif selrta kurangnya partisipasi dan re lndahnya 

kelsadaran dari masyarakat akan se llelktif dalam me lmilih pro lduk kolsmeltik. 

(Nursyahadah, 2022) 

E lfelktivitas BBPOlM Kota Pekanbaru dalam melnjalankan fungsi-fungsinya 

sangat pelnting untuk melmastikan kelamanan dan kualitas pro lduk yang belreldar 

dimasyarakat. Masyarakat juga me lmiliki pelran untuk me lmahami dan melndukung 

pelran BPOlM dalam melnjaga kelselhatan dan kelsellamatan melrelka. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait pengawasan peredaran 

kosmetik ilegal dan hambatan-hambatan tersebut serta memberikan masukan yang 

dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan strategi pengawasan 

peredaran kosmetik ilegal ooleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Kota Pekanbaru. (Pitri. A, 2019) 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada pe lnellitian ini adalahꓽ 

1. Bagaimana pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik ilelgal di BBPO lM Pelkanbaru? 

2. Apa saja fakto lr yang melmpelngaruhi pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik di 

kolta Pelkanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada pe lnellitian ini adalah ꓽ 

1. Untuk melngeltahui pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik ilelgal di Pe lkanbaru 

2. Untuk melngeltahui apa fakto lr yang melmpelngaruhi pelreldaran ko lsmeltik 

ilelgal di ko lta Pelkanbaru 
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1.4 Manfaaat Penelitian 

Pada pelnellitian ini pelnulis belrharap dapat me lmbelrikan manfaat baik 

selcara telolritis maupun se lcara praktis dalam me lmbantu pelmelrintah ko lta Pelkanbaru 

telntang pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik ilelgal di BBPO lM ko lta Pelkanbaru delngan 

melnelrapkan kelwajiban selsuai delngan tugas yang die lmban agar pelrmasalahan di 

kolta Pelkanbaru telntang pelreldaran ko lsmeltik ilelgal bisa telrsellelsaikan. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Selcara telolritis pelnellitian ini diharapkan dapat me lmbelrikan manfaat bagi 

pelnelliti, disamping se lbagai salah satu upaya dalam me lmelnuhi tugas akhir 

prolgram studi Ilmu Administrasi Ne lgara, dan juga diharapkan mampu melnambah 

pelngeltahuan pelnellitian bidang kinelrja dalam pe lngawasan pelreldaran ko lsmeltik 

ilelgal, selrta untuk me lnambah wawasan pe lnelliti dalam me llihat masyarakat 

melmbantu pelmelrintah dalam kine lrja telrhadap pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik di 

kolta Pelkanbaru. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Pelnellitian ini dapat me lngajak selluruh pelmelrintah dan  masyarakat  untuk 

ikut belrpelran dalam melmbantu pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik ilelgal di ko lta 

Pelkanbaru.  

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk melmpelro llelh pelmbahasan yang siste lmatis, maka pe lnulis pelrlu 

Melnyusun sistelmatika pelnulisan melmudahkan dalam me lmahaminya. Adapun 

sistelmatika pelnulisan selbagai belrikut 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB I pelndahuluan ini be lrisikan telntang latar 

bellakang, rumusan masalah, tujuan pe lnellitian dan manfaat 

pelnellitian, selrta sistelmatika pelnulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada BAB II ini be lrisikan telntang telolri-telolri yang di 

gunakan dalam pe lnellitian selpelrti pelngawasan pelreldaran 

kolsmeltik ile lgal di BBPOlM Kolta Pe lkanbaru yang 

melngelmukakan kajian telrdahulu yang re llelvan delngan 

pelnulisan, kolnselp operasio lnal, delfelnisi ko lnselp dan 

kelrangka belrpikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

BAB III ini be lrisikan telntang lo lkasi dan waktu pe lnellitian, 

jelnis dan sumbelr data, telknik pelngumpulan data be lselrta 

info lrmasi/narasumbe lr 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  BAB IV ini berisikan tentang gambaran umum penelitian 

mulai dari sejarah singkat kota Pekanbaru, letak geografis, 

serta tempat dan keberadaan kantor Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru, baik dari visi 

dan misi, tugas, struktur organisasi Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

. 
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  BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V ini berisikan hasil dari penelitian yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. 

Mulai dari pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang 

dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) hingga faktor yang menjadi penghambatnya.  

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB VI ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan serta saran penulis untuk Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru 

agar kedepannya bisa lebih optimal dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang beredar.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM di Kota Pekanbaru 

1. Pengawasan 

Siagian (2003:112) pelngawasan melrupakan pro lsels pelngamatan dari 

pellaksanaan selluruh o lrganisasi untuk me lnjamin agar se lmua pelkelrjaan yang 

seldang dilaksanakan be lrjalan selsuai delngan relncana yang te llah diteltapkan 

selbellumnya.  

Kartini karto lno l (2002:153) melmbelri pelngelrtian pelngawasan pada 

umumnya adalah para pe lngikut dapat be lkelrja sama delngan baik kelarah 

pelncapaian sasaran dan tujuan umum o lrganisasi pelngawasan untuk me lngukur 

hasil pelkelrjaan dan me lnghindari pelnyimpangan-pelnyimpangan jika pe lrlu selgelra 

mellakukan tindakan ko lrelktif telrhadap pelnyimpangan- pelnyimpangan telrselbut. 

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan 

fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan, tanpa 

adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. 

Sedangkan Irham Fahmi (2012:84) mengatakan bahwa pengawasan secara 

umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang 

efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu 

organisasi.  
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Menurut Manullang (2012:16), pengawasan adalah suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila 

perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.  

Adapun pengawasan menurut Ndraha (2003;200) ialah pengawasan itu 

selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. 

Sedangkan menurut Sujamto (2002;19) pengawasan adalah “Segala sesuatu atau 

kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. 

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu 

konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan 

secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai 

wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.  

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kerja tersebut 

2. Indikator-indikator Pengawasan  

Menurut Siagian (2007:130) indikator-indikator pengawasan diantaranya 

yaitu :  
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1. Pengawasan harus mempunyai kejelasan tentang pencapaian tujuan dalam 

mengadakan perbaikan.  

2. Dalam pelaksanaan pengawasan, manager harus adil dan bijak dalam 

pelaksanaan pengawasan tersebut.  

3. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dimana jika terjadi perubahan-

perubahan pada pelaksanaan, pengawasan dapat menyesuaikan diri dengan 

keadaan.  

4. Pengawasan harus berjalan secara efektif dan efisien.  

5. Pengawasan harus bersifat membimbing agar terjadi perbaikan. 

3. Prinsip-prinsip Pengawasan  

Menurut Manullang (2012:173-174) dua prinsip pokok yang merupakan 

suatu conditio sine qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah 

adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta 

wewenang kepada bawahan. Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu 

sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut : 

1. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-

kegiatan yang harus diawasi 

2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan penyimpangan  

3. Fleksibel  

4. Dapat mereflektir pola organisasi .  

5. Ekonomis  

6. Dapat dimengerti  

7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif 
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4. Tujuan Pengawasan  

Pengawasan diperlukan dan harus dilakukan dalam organisasi agar 

terlaksananya rencana yang telah disusun dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk menghindari dan 

mengantisipasi terjadinya penyimpangan/pelanggaran. Tujuan utama pengawasan 

adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang 

agar rencana dan tujuan dapat berjalan dengan maksimal.  

Menurut Manullang (2012:173) tujuan utama dari pengawasan adalah 

mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat 

benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf 

pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intstruksi yang telah 

dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-

penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada 

waktu itu ataupun 30 waktu-waktu yang akan datang. Menurut Brantas 

(2009:190-191) tujuan dari pengawasan adalah : 

1. Spaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah 

direncanakan  

2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan  

3. Supaya tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana  

4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan  
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5. Mencegah terulang kembali kesalahan penyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan, hambatan dan ketidakadilan  

6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik  

7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas 

organisasi  

8. Meningkatkan kinerja organisasi  

9. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah 

pencapaian kinerja yang ada  

10. Dan menciptakan terwujudnya pemerintah yang bersih. 

Belntuk pelngawasan yang dilakukan o llelh BPOlM Pusat dan Balai Be lsar 

Pelngawas Olbat dan Makanan di dae lrah telrmasuk BBPO lM Ko lta Pelkanbaru 

telrhadap pro lduk ko lsmeltik melngacu pada kelputusan kelpala BBPO lM No lmo lr 

HK.00.05.4.1745 Telntang Ko lsmeltik :  

1. Pengawasan Selbellum pro lduk melmasuki pasar 

Selbellum pro lduk kolsmeltik masuk ke lpasaran, pro lduseln atau pellaku usaha 

harus melmpelrhatikan selluruh aspelk rangkaian kelgiatan pro lduksi delngan 

melnerapkan sistelm Cara Pelmbuatan Ko lsmeltik yang Baik (CPKB) untuk 

melnjamin mutu. Ke lamanan kelmanfaatan ko lsmeltik bagi pelmakainya. Bagi 

prolduseln atau pellaku usaha yang te llah melnelrapkan CPKB, akan dibe lrikan 

selrtifikat selsuai belntuk seldiaan yang dibuat dan pro lduk yang tellah melndapat 

selrtifikat dapat dile lpas kelpasar. Disini pihak pro lduseln harus melmantau dan 

melngawasi pro lduk yang dilelpas kelpasaran untuk melnghindari hal-hal yang tidak 
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diinginkan. Se lpelrti telrjadinya kelluhan kelrusakan pro lduk, pro lduk keldaluwarsa dan 

selbagainya.  

2. Pengawasan Seltellah pro lduk melmasuki pasar 

Pelmantauan dan pe lngawasan telrhadap pro lduk ko lsmeltik dilakukan pihak 

BBPOlM delngan cara mellakukan inspelksi kel sarana pro lduksi/impo lrtir dan sarana 

lainnya. Inspelksi dilakukan de lngan cara pelmelriksaan rutin/khusus lapo lran 

kolnsume ln dan Melsko ls, yaitu suatu kelgiatan yang dilakukan BBPO lM dan pellaku 

usaha melliputi pelngumpulan data, pelncatatan, dan e lvaluasi elfelk samping yang 

timbul karelna pelmakaian pro lduk kolsmeltik, selpelrti pro lduk ko lsmeltik melngandung 

bahan belrbahaya, pro lduk keldaluwarsa dan se lbagainya maka akan dilakukan 

tindak lanjut belrupa sanksi pidana ke lpada pro lduseln yang lalai te lrhadap mutu, 

kelamanan dan kelmanfaatan pro lduknya. 

3. Pelngawasan Sanksi 

Sanksi yang dimaksud disini yaitu pe lmbelrian sanksi pada pro lduseln 

ataupun pellaku usaha untuk pro lduk yang tidak melmelnuhi syarat mutu, kelamanan 

dan fakto lr lain yang be lrkaitan delngan pro lduk telrselbut. pellanggaran telrhadap 

keltelntuan dalam pe lraturan ini dapat dike lnakan sanksi administratif be lrupa : 

a. Pelringatan telrtulis selbanyak 3 (tiga) kali; 

b. Pelnghelntian selmelntara kelgiatan pro lduksi dan distribusi; 

c. Pembelkuan dan pelmabatalan surat pelrseltujuan; 

d. Pelnarikan pro lduk dari pelreldaran dan pe lmusnahan; 

Sellain dapat dike lnakan sanksi administratif, dapat pula dike lnakan sanksi 

pidana selsuai keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan yang be lrlaku. 
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Pelngawasan yang dilakukan o llelh BPOlM belrtujuan untuk me llindungi 

masyarakat dari pro lduk yang tidak aman atau tidak me lmelnuhi standar ke lselhatan. 

5. Peredaran 

Melnurut Pelrmelnkels Nolmo lr 10101 Melnkels/Pelr/XI/2008 pelreldaran adalah 

seltiap kelgiatan atau se lrangkaian kelgiatan pelnyaluran atau pelnyelrahan o lbat, baik 

dalam rangka pe lrdagangan, bukan pe lrdagangan, atau pelmindahtanganan. O lbat 

yang sudah belreldaran harus me lmiliki izin eldar yang melrupakan belntuk 

pelrseltujuan relgistrasi o lbat untuk dapat dieldarkan di wilayah Indo lnelsia. 

Pasal 1 ayat 5 Pelraturan Kelpala Badan Pelngawas Olbat dan Makanan RI 

Nolmo lr HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 te lntang pelngawas pro lduksi dan 

pelreldaran ko lsmeltik, yang dimaksud de lngan pelreldaran adalah pe lngadaan, 

pelngangkutan, pelmbelrian, pelnyelrahan, pelnjualan dan pe lnyeldiaan di te lmpat selrta 

pelnyimpanan baik untuk pelrdagangan dan bukan untuk pe lrdagangan. 

Menurut UUD Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Pasal 

10. Kosmetik sebelum diedar harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari 

kepala badan. Yang berhak mendaftarkan adalah produsen, perusahaan yang 

bertanggungjawab dan badan hukum yang ditunjuk atau yang diberi kuasa. Untuk 

mendapatkan izin edar atau notifikasi kosmetik, kita membutuhkan waktu 14 hari 

kerja sejak mendapatkan nomor identitas (ID) produk dan hanya membutuhkan 

waktu 3 hari kerja untuk produk wangi-wangian. Alur prosedur permohonan 

notifikasi kosmetik adalah : 

1. Pembuatan Akun Badan Usaha. 
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Tahap pertama untuk mengajukan permohonan notifikasi kosmetik adalah 

membuat akun usaha di laman BPOM. Setelah akun Badan Usaha (terdiri dari 

pembuatan Login Head Account, Login Sub Account dan pendaftaran Sub 

Perusahaan berhasil dibuat, kita wajib melakukan verifikasi dengan membawa 

dokumen persyaratan ke Loket Notifikasi Kosmetik (Loket A) Direktorat 

Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika BPOM. 

Verifikasi data fisik kelengkapan Badan Usaha oleh petugas BPOM 

memerlukan waktu 7 hari kerja untuk Industri Kosmetika, 14 hari kerja untuk 

Perorangan/Badan Usaha yang melakukan kontrak produksi (Maklon), dan 14 hari 

kerja untuk Importir. Pendaftaran Badan Usaha hanya dapat dilakukan 1 kali, jika 

terjadi perubahan data perusahaan maka kita wajib melaporkan kepada Kepala 

BPOM sesuai dengan ketentuan perubahan data perusahaan.  

2. Pendaftaran Produk Kosmetik 

Setelah kita berhasil membuat akun di laman BPOM, tahap selanjutnya 

adalah mendaftarkan produk kosmetika melalui laman BPOM. Pihak BPOM 

kemudian akan melakukan verifikasi produk dengan hasil berupa Disetujui, 

Konfirmasi, dan Penolakan. Ketika kita mendapatkan status Disetujui, maka 

BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi izin edar kosmetik. Sementara jika 

status yang didapat adalah Konfirmasi, maka pihak BPOM membutuhkan data 

pendukung. 

3. Biaya Urus Izin Edar BPOM Kosmetik. 



19 
 

Untuk mengajukan permohonan izin edar kosmetik, kita harus 

menyediakan biaya sebesar Rp500 ribu per-item untuk produk yang diproduksi di 

negara ASEAN dan sebesar Rp1,5 juta per item untuk produk yang diproduksi di 

luar negara ASEAN. Sebuah item merupakan produk kosmetik yang berbeda. 

Contohnya adalah jika kita mengajukan seri lipstik dengan beberapa varian warna, 

maka pembayaran pengajuan izin edar dilakukan untuk setiap varian warna 

tersebut. Penting untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi 

standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh BPOM. 

6. Kosmetik Ilegal 

 Melnurut pelrmelnkels Nolmo lr 1176/Melnkels/Pelr/VIII/2010 ko lsmeltika adalah 

bahan atau seldiaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh 

manusia (elpidelrmis, rambut, kuku, bibir dan o lrgan gelnital bagian luar) atau gigi 

dan muko lsa mulut telrutama untuk me lmbelrsihkan, me lwangikan, melngubah 

pelnampilan dan/atau me lmpelrbaiki bau badan atau me llindungi atau me lmellihara 

tubuh pada ko lndisi baik. 

Ko lsmeltik harus melmelnuhi keltelntuan yang telrdapat di BBPOlM yaitu 

kelmasan ko lsmeltik harus melncantumkan labe ll/pelnandaan yang be lrisi info lrmas 

yang belnar dan lelngkap melliputi nama ko lsmeltik, kelgunaan, cara pe lnggunaan, 

kolmpo lsisi, nama ne lgara pro lduseln, nama dan alamat pe lmo lho ln no ltifikasi, ukuran 

isi atau belrat belrsih, tanggal kadaluarsa, pelringatan/pelrhatian, dan no lmo lr 

no ltifikasi. Adapun yang telrmasuk dalam ke lmasan ialah : 

1. Izin eldar (no ltifikasi ko lsmeltik) 

2. Keldaluwarsa 
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 kolsmeltik ilelgal tak jarang me lngandung bahan-bahan belrbahaya, dimana 

tellah banyak dijumpai kasus e lfelk samping dari pe lnggunaan ko lsmeltik ilelgal 

telrselbut. selpelrti alelrgi pada kulit, bre lak olut, infelksi mata, kanke lr kulit hingga 

kelmatian. 

7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Indo lnelsia melmiliki badan yang me lngawasi ko lsmeltik yang belreldar 

diselluruh Indo lnelsia, yaitu Badan Pe lngawas Olbat dan Makanan (BPO lM). Di 

Pekanbaru sendiri badan yang mengawasi peredaran kosmetik ilegal adalah Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). 

Tugas BBPOlM di Ko lta Pelkanbaru belrdasarkan pasal 3 Pe lraturan BPO lM 

Nolmo lr 12 Tahun 2018, Unit Pe llaksana Telknis BPOlM melmpunyai tugas 

mellaksanakan kelbijakan telknis olpelrasio lnal di bidang pe lngawasan o lbat dan 

makanan selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru adalah lembaga pemerintah di 

Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur obat, 

makanan, kosmetik, dan produk kesehatan. Struktur organisasi umumnya 

mencakup : 

1. Kepala BPOM Pekanbaru : Memimpin dan mengelola seluruh operasional 

BPOM di Pekanbaru.  

2. Bidang Pengawasan Obat dan Narkotika : Bertanggung jawab untuk 

mengawasi obat dan narkotika, termasuk pendaftaran, evaluasi, dan 

penindakan terkait obat dan narkotika. 
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3. Bidang Pengawasan Makanan : Mengawasi makanan, minuman, dan 

suplemen makanan untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi. 

4. Bidang Pengawasan Kosmetik dan Produk Kesehatan : Bertugas mengawasi 

produk kosmetik dan produk kesehatan lainnya untuk memastikan keamanan 

dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku 

5. Bidang Registrasi dan Perizinan : Bertanggungjawab atas pendaftaran dan 

perizinan produk yang masuk dalam pengawasan BPOM 

6. Bidang Penyuluhan dan Pelayanan : Melakukan kegiatan penyuluhan kepada 

masyarakat terkait dengan keamanan produk-produk dibawah pengawasan 

BPOM 

7. Bagian Umum dan Kepegawaian : Menangani urusan administrasi, 

kepegawaian, dan umum dalam organisasi BPOM Pekanbaru 

 Seldangkan fungsi BPO lM Ko lta Pelkanbaru belrdasarkan pasal 4 Pe lraturan 

BPOlM Nolmo lr 12 Tahun 2018, Unit Pellaksana Telknis BPOlM melnyelle lnggarakan 

fungsi : 

1. Pelnyusunan relncana dan pro lgram di bidang pe lngawasan O lbat dan Makanan ; 

2. Pellaksanaan pe lmelriksaan sarana fasilitas pro lduksi Olbat dan Makanan ; 

3. Pellaksanaan pe lmelriksaan sarana fasilitas distribusi O lbat dan Makanan 

dan/atau sarana/fasilitas pe llayanan kelfarmasian; 

4. Pellaksanaan se lrtifikasi pro lduk dan sarana/fasilitas pro lduk dan/atau distribusi 

Olbat dan Makanan; 

5. Pellaksanaan pe lngambilan co lntolh (sampling) O lbat dan Makanan; 

6. Pellaksanaan pe lngujian Olbat dan Makanan; 
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7. Pellaksanaan inte llijeln dan pelnyidikan telrhadap pellanggaran keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan di bidang pe lngawasan O lbat dan Makanan; 

8. Pelngello llaan ko lmunikasi, info lrmasi, eldukasi, dan pelngaduan masyarakat di 

bidang pelngawasan O lbat dan Makanan; 

9. Pellaksanaan ko lolrdinasi dan ke lrja sama di bidang pe lngawasan Olbat dan 

Makanan; 

10. Pellaksanaan, pe lmantauan, elvaluasi dan pe llapo lran di bidang pe lngawasan Olbat 

dan Makanan; 

11. Pellaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; 

12. Pellaksanaan fungsi lain yang dibe lrikan o llelh kelpala Badan. 

 

8. Pengawasan Kosmetik Ilegal Dalam Pandangan Islam 

Pandangan islam, pe lngawasan melrupakan kelgiatan yang dilakukan se lcara 

belrkellanjutan dalam rangka melnjamin telrlaksananya ke lgiatan delngan ko lnsisteln. 

Dalam islam Allah te llah melnggariskan ko lnselp pelngawasan, ko lnselp yang 

dibelrikan o llelh islam adalah te llah melncakup selmua olrang mukmin, se ljak ia baligh 

sampai matinya dan dari pe lrkataan, pelrbuatan sampai pada kata hatinya. 

Firman Allah te lntang pelngawasan selcara umum (Q.S Surat Al-Fajr, 89:14) 

 لبَِالۡمِرۡصَادِ َّ رَب كََّ انِ َّ

Artinya : “Se lsungguhnya Tuhanmu be lnar-belnar melngawasi” 

Belrdasarkan ayat te lrselbut Allah melnelgaskan bahwa Ia sungguh amat kuat 

pelngawasan-Nya telrhadap makhluk-Nya. Tidak ada pe lrbuatan selkelcil apa pun 

yang tidak dikeltahui-Nya. Pelngawasan dalam islam dilakukan untuk me lluruskan 
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yang belngko lk, melngo lrelksi yang salah dan me lmbelnarkan yang hak. Pelngawasan 

dalam islam be lrupa pelngawasan dari diri, yang be lrsumbelr dari tauhid dan 

kelimanan kelpada Allah SWT. O lrang yang yakin bahwa Allah pasti me lngawasi 

hamba-Nya, maka o lrang itu akan belrtindak hati-hati.  

Hadits Rasulullah Saw juga me lnganjurkan pelrlunya mellaksanakan 

pelngawasan atau e lvaluasi dalam se ltiap pelkelrjaan. Ajaran Islam sangat 

melmpelrhatikan adanya be lntuk pelngawasan telrhadap diri te lrlelbih dahulu selbellum 

mellakukan pelngawasan telrhadap o lrang lain. Hal ini antara lain be lrdasarkan hadits 

Rasulullah Saw se lbagai belrikut: 

 الحديث) توزن أن قبل أعمالكم ونوا بحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا)

Artinya: “Pelriksalah dirimu se lbellum melmelriksa o lrang lain. Lihatlah 

telrlelbih dahulu atas ke lrjamu selbellum mellihat kelrja olrang lain.” (HR. Tirmidzi: 

2383). 

Belrdasarkan hadist diatas, tujuan dari me llakukan pelngawasan, 

pelngelndalian dan ko lrelksi adalah untuk me lncelgah selselo lrang jatuh telrjelrumus 

kelpada selsuatu yag salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas ke lhidupan 

melningkat. Inilah yang dimaksud de lngan tausiyah, dan bukan untuk me lnjatuhkan. 

Ayat di atas juga me lnjellaskan bahwa se ltiap kelgiatan yang dilakukan di muka 

bumi sellalu diawasi O llelh Allah SWT.  

Dalam me llakukan pelngawasan BBPO lM juga harus selsuai delngan syariat 

islam, Al-Quran melmbelrikan ko lnselpsi yang telgas agar hal yang be lrsifat 

melrugikan tidak telrjadi. Allah SWT me lmbelrikan arahan ke lpada seltiap o lrang yang 

belriman untuk melndelsain relncana apa yang dilakukan dike lmudian hari. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

1. Adelk Pitri (2019) dengan judul Pelngawasan Pelreldaran Kolsmeltik Ilelgal 

Ollelh BBPO lM Di Kolta Pelkanbaru. Hasil pelnellitian ini melnunjukkan 

bahwa Pelngawasan Pelreldaran Ko lsmeltik Ollelh BBPO lM di Ko lta Pelkanbaru 

masih bellum elfelktif. Hal te lrselbut dilihat dari masih banyaknya sarana/ 

peldagang baik pelmilik to lkol maupun di pasar tradisio lnal yang melnjual 

kolsmeltika illelgal. Pro lsels pelngawasan bellum o lptimal selrta po lla pikir 

masyarakat yang masih be llum telrbuka dan kurangnya pelngeltahuan untuk 

melmbeldakan pro lduk ko lsmeltika telrselbut. Pelngawasan harus le lbih 

ditingkatkan supaya pe lrso lalan telrkait pelreldaran ko lsmeltika dapat diatasi 

delngan selbaik-baiknya. 

2. Fitri Rahmawati (2019) dengan judul Stratelgi Pelngawasan Badan 

Pelngawasan O lbat dan Makanan (BBPOlM) Banda Ace lh Telrhadap 

Pelreldaran Kolsmeltik Ilelgal Mellalui Meldia Solsial di Kolta Banda Ace lh. 

Hasil pelnellitian ini melnunjukkan bahwa stratelgi pelngawasan BBPO lM di 

Banda Acelh dalam melngatasi pelreldaran ko lsmeltik ile lgal me llalui meldia 

solsial dilakukan de lngan prel-markelt survelilans yaitu pelmbuatan no ltifikasi 

izin eldar ko lsmeltik dan po lst-markelt survelilans yaitu de lngan adanya 

pelngawasan meldia olnlinel, sistelm pelngawasan iklan kolsmeltik, pelngawasan 

mellalui aplikasi. 

3. Pradhasari Pe lrmata Putri (2019) dengan judul Stratelgi Pelngawasan 

Pelreldaran Pro lduk Ko lsmeltik Ilelgal Pada Balai Belsar Pelngawas O lbat 
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Dan Makanan Di Kolta Samarinda. Hasil pelnellitian melnunjukan bahwa 

stratelgi pelngawasan pelreldaran pro lduk ko lsmeltik ilgelal pada balai be lsar 

pelngawas o lbat dan makanan di Ko lta Samarinda sudah cukup baik de lngan 

melnggunakan stratelgi pelngawasan pre- l-markelt melliputi pellaksanaan 

pelngujian labo lraturium, pe llaksanaan selrtifikasi pro lduk dan po lst markelt 

melliputi pelngawasan pe lmelriksaan seltelmpat, pellaksanaan pe lnyidikan dan 

pellaksanaan layanan info lrmasi, akan te ltapi telrdapat kelndala yang 

melnyelbabkan stratelgi pelngawasan pelreldaran pro lduk kolsmeltik ilelgal pada 

balai belsar pelngawas o lbat dan makanan di Ko lta Samarinda tidak 

maksimal, se lpelrti: sumbe lr daya manusia yang ada di BBPO lM tidak 

melmadai, pelnyelbaran info lrmasi yang masih kurang dan hukuman yang 

dibelrikan telrkait pelreldaran pro lduk ko lsmeltik illelgal masih te lrbilang kurang 

melmbelrikan efek jera. 

4. Cut Delsi Wanda Sari (2020) dengan judul Pelran BBPO lM Telrhadap 

Pelngawasan Pelreldaran Kolsmeltik Ilelgal Dalam Pe lrlindungan Hukum 

di Kolta Banda Acelh. Hasil pelnellitian ini adalah melngatasi pelreldaran 

prolduk kolsmeltik ilelgal delngan melmbelri pelmbinaan, so lsialisasi dan 

pelmelriksaan rutin te lrhadap pellaku usaha ko lsmeltik yang telrdapat di Ko lta 

Banda Acelh.  

5. Ambo lk Upelk (2021) dengan judul Kinelrja Balai Belsar Pelngawas Olbat 

Dan Makanan Dalam Pe lngawasan Pelreldaran Kolsmeltik Illelgal Di 
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Pelkanbaru. Hasil pelnellitian ini me lnunjukkan bahwa Imple lmelntasi Balai 

Pelngawasan O lbat dan Makanan be llum belrjalan maksimal se lpelrti yang 

saya lihat ada masih banyak pro lduk kolsmeltik ilelgal yang belreldar di 

Pelkanbaru, pelngawasan dilakukan o llelh Balai PO lM yang bellum maksimal 

juga melnelmukan kelndala dalam pe llaksanaannya pelngawasan telrhadap 

prolduk kolsmeltik ilelgal yaitu ke ltelrbatasan anggaran, keltidakseltaraan 

manusia sumbelr daya, ko lmpeltelnsi dan kualitas pe lgawai yang bellum 

melrata.  

6. Nur Alimah (2023) LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS 

AGAINST THE CIRCULATION OF ILLEGAL AND DANGEROUS 

COSMETICS THAT HARM CONSUMERS IN INDONESIA. Hasil 

penelitian in menunjukkan peredaran kosmetik illegal dan berbahaya di 

masyarakat sebagian besar tidak terdaftar Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM) dan karena kurangnya pengetahuan konsumen tentang 

komposisi atau bahan yang terkandung dalam produk kosmetik sehingga 

sangat merugikan konsumen. Dari dasar hukum itu aturan dari konsumen 

perlindungan berdasarkan pada Hukum Nomor 8 dari 1999 tentang 

perlindungan konsumen. Dimana bisnis actor sebaiknya menawarkan 

produk yang benar dan harus disertai informasi yang benar. Jadi konsumen 

dapat memahami dengan benar kandungan yang tercantum didalam 

kemasan produk kosmetik. 

7. Siti Khodijah (2022) The Role Of Supervisory Agency In The Circulation 

Of Cosmetics With Fake Distribution Permission.  Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa peran BPOM dalam peredaran kosmetik yang 

mengandung izin edar fiktif tetap melakukan pengawasan, pembinaan dan 

penindakan terhadap setiap produsen yang melanggar peraturan 

pemerintah terkait peredaran kosmetik palsu yang mengandung izin edar 

fiktif. Melindungi konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya BPOM 

memiliki beberapa program yaitu Gerakan Nasional Waspada Obat dan 

Makanan Ilegal (GNWOMI), GENPOPA, Cek BPOM, peringatan  

Masyarakat, Video Edukasi dan Survei Indeks Kesadaran Masyarakat. 

8. Ully Mandasari (2020) Criminal Policy On The Online Sales Of Illegal 

Cosmetics Products By Supervisory Center Drug and Food In 

Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat di 

dalam hukum hunian dari kasus penjualan produk kosmetik illegal daring 

oleh PPNS BBPOM Pekanbaru masuk pekanbaru sudah mulai dari hukum 

faktor, penegak hukum atau fasilitas pendukung. 

9. Hasriwiani Habo Abbas (2019) PROBLEM OF ILLEGAL COSMETICS 

CONTAINING MERCURY IN INDONESIA. Penelitian ini 

menunjukkan adanya krim pencerah kulit berbahaya yang mengandung 

merkuri serta akumulasi merkuri dalam tubuh manusia yang memiliki 

korelasi signifikan dengan durasi paparan dan berat krim yang digunakan, 

disinilah harusnya BPOM berperan. 

10. Indriyani (2024) Implementation Of The Standartdization Policy On The 

Use Of Cosmetics Ingredients In Jakarta. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa standar, target, kebijakan dan penggunaan bahan kosmetik di DKI 
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Jakarta sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Terdapat 

kendala dalam pelaksanaan penggunaan bahan kosmetik, yaitu masih 

adanya pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntunga pribadi dengan 

menjual produk kosmetik yang tidak bersertifikat BPOM. Pelaku usaha 

sudah konsisten terhadap standar penggunaan bahan kosmetik namun ada 

komunikasi terstruktur antara BPOM dengan pihak pengguna.  

2.3 Definisi konsep 

1. Pelngawasan, pelngawasan adalah pro lsels dalam melneltapkan ukuran kine lrja 

dan pelngambilan tindakan yang dapat me lndukung pelncapaian hasil yang 

diharapkan selsuai delngan kinelrja yang tellah diteltapkan telrselbut. 

Pelngawasan melrupakan pro lsels untuk melmastikan bahwa se lgala aktifitas 

yang telrlaksana selsuai delngan apa yang te llah direlncanakan. Pe lngawasan 

pada dasarnya diarahkan se lpelnuhnya untuk me lnghindari adanya 

kelmungkinan pelnyellelwelngan atau pelnyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. 

2. Ko lsmeltik, ko lsmeltika adalah bahan atau se ldiaan yang dimaksudkan untuk 

digunakan pada bagian luar tubuh manusia (e lpidelrmis, rambut, kuku, 

bibir, dan o lrgan gelnital bagian luar) atau gigi dan me lmbran muko lsa mulut 

telrutama untuk me lmbelrsihkan, melwangikan, me lngubah pelnampilan dan 

atau melmpelrbaiki bau badan atau me llindungi atau me lmellihara tubuh pada 

kolndisi baik. 

3. Ko lsmeltik ilelgal, ko lsmeltik dikatakan ilelgal apabila ko lsmeltik tidak 

melmiliki izin e ldar dari Balai Be lsar Pelngawasan Olbat dan Makanan 
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(BBPOlM) baik buatan Indo lnelsia maupun luar ne lgelri dan tidak se lsuai 

delngan keltelntuan baik pelrsyaratan mutu, kelamanan, kelmanfaatan, dan 

dapat melrugikan masyarakat. Ko lsmeltik harus melmelnuhi keltelntuan yang 

telrdapat di BBPO lM. 

4. Balai Belsar Pelnelgawas Olbat dan Makanan yang disingkat delngan 

BBPOlM adalah lelmbaga pelmelrintah yang belrfungsi dalam me llakukan 

pelngawasan telrhadap o lbat-olbatan dan makanan yang be lreldar ditelngah 

masyarakat. 

2.4 Konsep Operasional 

Menurut (Singarimbun, 2006) definisi konsep operasional merupakan 

suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran 

ini dapat diketahui apa saja yang menjadi pendukung untuk dianalisa dari 

variabel tersebut. 

Tabel 2.4 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

Belntuk pelngawasan 

yang dilakukan o llelh 

BPOlM belrdasarkan 

kelputusan Kelpala 

BBPOlM No lmo lr 

HK.00.05.4.1745 

Telntang Ko lsmeltik 

a. Selbellum pro lduk 

melmasuki pasar 

Standar mutu, kelamanan 

kolsmeltik dan standar 

labell ko lsmeltik 

b. Seltellah prolduk 

melmasuki pasar 

Pelmantauan pelreldaran 

kolsmeltik dan pelnilaian 

prolduk kolsmeltik 

c. Pelngawasan sanksi Mellakukan pelmbinaan 

dan pelmbelrian sanksi 

Sumbelr : Kelputusan Kelpala BBPOlM 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Tabel 2.5 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan 

Setelah produk 

memasuki pasar 

Pengawasan 

Sebelum produk 

memasuki pasar 

Pengawasan 

sanksi 

1. Standar mutu 

kosmetik 

2. Standar label 

kosmetik 

1. Pemantauan 

peredaran 

kosmetik 

2. Penilaian 

produk kosmetik 

1. melakukan 

pembinaan 

2. Melakukan 

pemberian sanksi 

Terwujudnya pengawasan yang  baik terhadap 

peredaran kosmetik 

Keputusan Kepala BBPOM Nomor HK.00.05.4.1745 

Tentang Kosmetik 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pelnellitian dari pro lpolsal ini dilakukan di Balai Be lsar Pelngawas Olbat Dan 

Makanan (BBPO lM) di Jalan Dipo lnelgo lrol Nol.10, Ko lta Pelkanbaru Pro lvinsi Riau, 

28156. 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun pelnellitian yang dilakukan me lnggunakan pe lnellitian kualitatif untuk 

melnghasilkan pe lnelmuan yang tidak me lmungkinkan untuk dicapai.  

Melnurut Sugiyo lno l (2019:18) meltoldel pelnellitian kualitatif adalah me ltolde l 

pelnellitian yang be lrlandaskan pada filsafat po lstpolsitivismel (telpatnya 

felno lmelno llo lgi), yang digunakan untuk me lnelliti pada ko lndisi o lbyelk yang alamiah, 

(selbagai lawannya adalah e lkspelrimeln) dimana pelnelliti adalah se lbagai instrumelnt 

kunci, telknik pelngumpulan data dilakukan se lcara triangulasi (gabungan), analisis 

data belrsifat induktif/kualitatif, dan hasil pe lnellitian kualitatif le lbih melnelkankan 

makna dari gelnelralisasi. Pe lnellitian kualitatif me lmiliki sifat de lskriptif dan 

celndelrung melnggunakan analisis. O llelh karelna itu pelnulis melmilih melnggunakan 

meltoldel pelnellitian kualitatif agar pe lnellitian dapat te lrarah lelbih telpat selsuai delngan 

tujuan pelnellitian yaitu me lngeltahui bagaimana pe lngawasan yang dilakukan o lle lh 

BBPOlM telrhadap belreldarnya pro lduk kolsmeltik ile lgal di Ko lta Pelkanbaru. 

Pelnulisan kualitatif ini juga didalamnya te lrdapat kelsan, pelndapat, dan 

pandangan yang me llibatkan banyak meltoldel dalam me lnellaah pelrmasalahan yang 
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ditelliti. Delngan melnggunakan meltoldel delskriptif kualitatif, pe lnulisan ini akan 

melmbelrikan pelmaparan atas suatu ko lndisi bagaimana pellaksanaan pelngawasan 

pelreldaran ko lsmeltik ilelgal di Ko lta Pelkanbaru dan apa fakto lr yang melmpelngaruhi 

pelreldaran ko lsmeltik ilelgal di Ko lta Pelkanbaru. 

3.3 Jenis dan Data Sumber 

  Delngan melnghasilkan data yang se lsuai delngan kelbutuhan pelnulisan maka 

pelnting untuk melmastikan  keltelrseldian data dan sumbe lr data yang je llas. Dalam 

pelnellitian, sumbelr data yang akan me lndasari dalam pe lnelntuan sampell pelnulisan. 

Data yang dijadikan se lbagai pelmbuktian hipo ltelsis dan jawaban dari rumusan 

masalah. Te lrdapat dua sumbelr data untuk pe lnulisan ini, yaitu: 

3.3.1 Data Primer 

Melnurut Umi Narimawati (2008:98) data prime lr adalah “data yang be lrasal 

dari sumbelr asli atau pelrtama. Data ini tidak te lrseldia dalam be lntuk telrkolmpilasi 

ataupun dalam belntuk filel-file l. Data primelr, yaitu data pelnelliti dipelrollelh selcara 

langsung yang be lrkaitan de lngan pelnellitian dan pelnellitian ini te lrkait telntang 

bagaimana pellaksanaa pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik ile lgal di Ko lta Pelkanbaru 

dan apa fakto lr yang melmpelngaruhi pelreldaran ko lsmeltik ile lgal di Ko lta Pelkanbaru 

yang ditanggapi langsung o llelh relspo lndeln dari hasil wawancara. 

3.3.2 Data Sekunder 

Melnurut Sugiyo lno l (2008: 402) data se lkundelr ialah “sumbe lr data yang 

tidak langsung melmbelrikan data kelpada pelngumpul data”. Co lntolhnya selpelrti dari 

olrang lain atau do lkumeln-do lkumeln. Data selkundelr ini dikumpulkan o llelh o lrang 

yang melnelliti dari sumbe lr yang sudah ada. Data selkundelr ini biasanya dari 
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pelrpustakaan atau dari lapo lran-lapo lran pelnelliti telrdahulu, lalu ada do lkumeln dan 

ada juga naskah telrtulis yang me lnjadi data pelndukung dalam pelnellitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pelnellitian ini melnggunakan Telknik pelngumpulan data dalam (Yusuf, 

2017) yang pelnulis gunakan dalam pe lnellitian ini se lbagai belrikut: 

1. Olbselrvasi 

Kelbelrhasilan dari O lbselrvasi dalam Te lknik pelngumpulan data banyak 

ditelntukan pelngamat selndiri, karelna pelngamat mellihat, melndelngar, melncium, 

ataupun melndelngarkan suatu o lbjelk pelnellitian kelmudian melnyimpulkan dari apa 

yang di amati dari bagaimana pellaksanaa pelngawasan pelreldaran ko lsmeltik ile lgal 

di Ko lta Pelkanbaru dan apa fakto lr yang melmpelngaruhi pelreldaran ko lsmeltik ilelgal 

di Ko lta Pelkanbaru. Pelngamat melnjadi kunci ke lbelrhasilan dan ke ltelpatan hasil 

pelnellitian, yang me lmbelrikan makna te lntang apa yang diamatinya dalam relalitas 

dalam  ko lntelks yang alami, yang be lrtanya, dan yang me llihat bagaimana hubungan 

antara satu aspelk delngan aspelk yang lain pada o lbjelk yang diamatinya. 

2. Wawancara 

  Selcara seldelrhana wawancara me lnjadikan keljadian atau suatu pro lsels 

intelraksi antara pelwawancara dan narasumbe lrnya yang diwawancarai me llalui 

kolmunikasi langsung. Wawancara ini langsung tatap muka antara pe lwawancara 

delngan narasumbelr, dimana pe lwawancara be lrtanya langsung te lntang suatu o lbje lk 

yang ditelliti. 
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3. Dolkumelntasi 

Dolkumelntasi melnjadikan catatan ataupun karya se lselo lrang telntang selsuatu 

yang sudah belrlalu. Do lkumelntasi telntang o lrang atau selkello lmpo lk olrang, pelristiwa, 

ataupun keljadian dalam situasi so lsial yang selsuai dan belrkaitan delngan pelnellitian 

selhingga sumbelr info lrmasi sangat be lrguna dalam pe lnellitian kualitatif. 

Dolkumelntasi bisa be lrupa telks telrtulis, gambar, maupun fo ltol. 

3.5 Informan Penelitian 

   Info lrman pelnellitian kualitatif hanya me lncakup o lrang-olrang yang paham 

selrta yang melmbelrikan info lrmasi yang jellas telrhadap tujuan pe lnellitian, info lrman 

pelnellitian adalah Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM di Kota Pekanbaru, 

Kepala Bidang Penindakan BBPOM di Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Informasi 

dan Komunikasi BBPOM di Kota Pekanbaru, Staff Seksi Inspeksi Bidang 

Pemeriksaan BBPOM di Kota Pekanbaru, pelaku usaha/penjual kosmetik, 

pengguna kosmetik dan masyarakat se ltelmpat. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh 

terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan 

ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam 

menjelaskan hasil penelitian. Sehingga dapat diketahui gambaran tentang 

bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya 

kosmetik ilegal. Data tersebut kemudian dikelompokan menurut jenisnya dan 

ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam 
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menjelaskan hasil penelitian. Berikut teknik analisis data yang akan digunakan 

oleh peneliti :  

1. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus 

menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau 

selama pengumpulan data.selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan 

reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis 

memo.  

2. Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik analisis data dengan menggabungkan dari 

tiga jenis teknik pengambilan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Triangulasi dapat diartikan sebagai tindak lanjut dalam mengecek keabsahan suatu 

data. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga 

dilakukan untuk memperkaya data.  

3. Menarik Kesimpulan  

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan,konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab dan akibat proposisi. Kesimpulan yang 

mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan 

kesimpulan “final” akan muncul.  
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Pelnellitian melnggunakan meltoldel delskriptif, yaitu de lngan melnjellaskan 

selcara rinci delngan kelnyataan yang ada dilapangan, se lrta delngan wawancara yang 

dibelrikan pelnje llasan untuk ditarik ke lsimpulannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

 Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. 

Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan 

termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. 

Kota ini pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar yang 

bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 

23 Juni 1784. Kota Pekanbaru Berkembang pesat dengan didukung oleh 

perdagangan dan pertambangan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah. 

(dalam Wikipedia) 

4.1.1 Letak Geografis 

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni berada 

pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa kota seperti 

Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten 

Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh 

Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir 

dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas 

permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 

berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu 

minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 

1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 kilometer persegi yang kemudian 
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bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan 2 kecamatan yakni Kecamatan 

Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan Kecamatan ini terus 

dimekarkan hingga pada tahun 2003 Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 12 

Kecamatan. (dalam Wikipedia) 

4.2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 

 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 

Tahun 2001 yang beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan 

Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas BBPOM di Pekanbaru 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan 

kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara 

teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.  

4.2.1 Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berlokasi di jalan 

Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, 

Riau, 28156. 
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4.2.2 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Pekanbaru 

Visi : 

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan 

Gotong-Royong.”  

Misi : 

1. Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan 

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan 

kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. 

4.2.3 Budaya Organisasi  

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus 

dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan 
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tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi 

menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.  

1 Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, 

ketekunan dan komitmen yang tinggi. 

2 Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 

3 Kredibilitas. Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional 

dan internasional 

4 Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan 

komunikasi yang baik. 

5 Inovatif. Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan 

teknologi terkini. 

6 Responsif/Cepat Tanggap. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi 

masalah 

4.2.4 Tugas dan Fungsi  

1 Tugas Balai Besar POM di Pekanbaru 

Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan 

tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada 

wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2 Fungsi Balai Besar POM di Pekanbaru 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan 
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b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan 

Makanan 

c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan 

Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan / 

atau distribusi Obat dan Makanan 

e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) ) Obat dan Makanan 

f. Pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan 

g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemgawaasan 

Obat dan Makanan 

h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan 

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di biidang 

pengawasan Obat dan Makanan 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan  

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

4.2.5 Kewenangan 

 Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas 

pengawas obat dan makanan, BBPOM mempunyai kewenangan : 
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1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan 

makanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 

2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan 

makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 

3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4.2.6 Struktur dan Rincian Tugas Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru 

 Untuk mendukung tugas-tugas BPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran 

dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan untuk 

mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun 

rincian tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Bidang Pengujian  

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. Dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan 

mikrobiologi obat dan makanan; 

b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan 

dan 



43 

 

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. 

2. Bidang Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat 

dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi 

dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan. Dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi 

sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan 

pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan. 

b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian. 

c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

dan produk obat dan makanan. 

d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan 

dan 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta 

sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan 

makanan. 
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Bidang pemeriksaan terdiri dari : 

a. Seksi inspeksi, yang mempunyai tugas melakukan inspeksi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan, kefarmasian serta pengambilan contoh 

(sampling) produk obat dan makanan. 

b. Seksi sertifikasi, yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan 

makanan. 

3. Bidang Penindakan 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan 

di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan 

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. 

b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan 

obat dan makanan. 

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. 
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4. Bidang Informasi dan Komunikasi 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat 

serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan 

obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan 

komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan obat dan makanan 

b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan 

c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang 

pengawasan obat dan makanan 

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. 

5. Bagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 

teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan 

kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan 

serta kerumah tanggaan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran 
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b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan 

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan 

d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana 

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian 

f. Pengelolaan teknologi dan informasi dan komunikasi.Pelaksanaan 

urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan dan 

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional 

mempunyai tugas : 

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional 

Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

Perencana, Arsiparis dan jabatan fungsional lain sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh kepala. 

c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a, 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

d. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 

a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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b. Intensitas pengawasan yang belum efektif 

Intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di 

Pekanbaru bisa dikatakan masih belum optimal. Balai Besar POM 

melakukan pengawasan inspeksi ke toko-toko dalam kurun 3-4 bulan 

sekali dan apabila ada perayaan hari besar. Ini tentu bisa menjadi celah 

bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan produk kosmetik ilegal 

mengingat kurang intensnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar 

POM. 

c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat 

Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengaduan 

terhadap kosmetik ilegal menyebabkan kurang efektifnya pengawasan 

kosmetik ilegal di Pekanbaru. Di karenakan kurangnya pengaduan dari 

masyarakat juga menyebabkan pelaku usaha bisa dengan bebas 

memperjualbelikan kosmetik ilegal tersebut. Oleh karena itu diharapkan 

kesadaran dari masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan 

terhadap kosmetik ilegal. Jangan mau menggunakan suatu produk yang 

tidak memiliki izin edar (ilegal). Dengan begitu pengawasan terhadap 

kosmetik ilegal bisa efektif. 

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan Ketua Tim Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru Bapak Muhammad Rusydi Ridha, S.Farm, Apt., 

M.Sc mengatakan bahwa: 

“Hambatan secara umum yang seringkali dihadapi adalah 

penolakan dari pelaku usaha yang akan kami periksa, menolak 
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kedatangan kami pihak Balai Besar POM, demografi dan 

keterbatasan petugas.” (wawancara 23 Februari 2024) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM ialah kurangnya 

sumber daya manusia dengan luasnya daerah yang diawasi, kurang 

efektifnya pengawasan yang dilakukan, serta kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengaduan kosmetik ilegal yang 

beredar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan kosmetik ilegal 

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, 

maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1 Pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai 

Besar POM di Pekanbaru belum optimal terhitung ada beberapa 

jenis produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran. Balai Besar 

POM melakukan pengawasan dimulai dari sebelum produk beredar 

hingga setelah beredar dan juga upaya yang dilakukan oleh Balai 

Besar POM dalam melakukan perbaikan yaitu memberikan 

pembinaan serta pemberian sanksi. Balai Besar POM bekerja sama 

dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap 

peredaran kosmetik ilegal. 

2 Adapun yang menjadi faktor hambatan dalam pengawasan terhadap 

kosmetik ilegal diantaranya masih kurangnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan, intensitas 

pengawasan yang belum efektif dan juga kurangnya partisipasi dan 

kesadaran dari masyarakat. 

 

 



65 

 

6.2 Saran 

1 Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal 

sebaiknya dilakukan secara optimal dan meningkatkan intensitas 

pengawasan, agar meminimalisir peredaran kosmetik tanpa izin 

edar (ilegal). 

2 Menambah sumber daya manusia supaya dalam melakukan 

pemantauan bisa lebih efektif. 

3 Balai Besar POM diharapkan kedepannya meningkatkan sosialisasi 

dan penyuluhan kepada lapisan masyarakat untuk lebih 

memperhatikan masalah keamanan dan mutu produk kosmetik 

yang akan digunakan. 

4 Balai Besar POM perlu memperkuat regulasi yang mengatur 

produksi, distribusi dan pemasaran kosmetik untuk memastikan 

kepatuhan dan keamanan produk.  

5 Diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap 

pelanggaran terkait kosmetik ilegal, termasuk penindakan yang 

tegas terhadap produsen dan distributor yang melanggar regulasi.  

6 Untuk masyarakat diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih 

produk kosmetik, dan diharapkan jika menemukan tindakan 

penyimpangan agar melapor ke Balai Besar POM agar bisa 

ditindaklanjuti. 
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